SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 13
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

Menimbang : a. bahwa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di
Kabupaten Ciamis telah diatur dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2011
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun
2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan
Umum;

b. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan Pendapatan
Asli Daerah dari Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan
Umum dilakukan dengan parkir berlangganan;

c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf
b, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu ditinjau dan disesuaikan kembali, yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);



10.

11.

12.

13.
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab  Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor
96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6398);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59,
Tambahaln Lembaran Negara Nomor 3527);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran
Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3528);
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Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang
Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5221);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman = Pengelolaan  Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 3);
Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan (Lembaran

Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 9);
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23. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2011
tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
(Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2011 Nomor 13)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun
2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan
Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2013
Nomor 13);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2017 Nomor

10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor
56).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 13 TAHUN
2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN
UMUM.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun
2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Ciamis Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di
Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2013 Nomor 13),
diubah untuk kedua kalinya sebagai berikut:
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Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

9)

Pasal 9

Pelayanan parkir ditepi jalan umum meliputi:

a. pelayanan parkir reguler; dan

b. pelayanan parkir berlangganan.

Retribusi pelayanan parkir reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a dipungut dengan menggunakan karcis.

Retribusi pelayanan Parkir berlangganan dibayarkan dalam jangka waktu satu

tahun satu kali.

Setiap Orang/Badan/Lembaga yang merupakan penduduk Kabupaten Ciamis

dan memiliki kendaraan bermotor berplat nomor diluar Ciamis dapat

membayar Retribusi pelayanan parkir berlangganan.

Bagi Wajib Retribusi yang sudah membayar Retribusi parkir berlangganan

tidak ditarik Retribusi Parkir Harian.

Hasil Pemungutan Retribusi disetor Bruto ke Kas Daerah.

Bukti pembayaran retribusi parkir dapat berupa stiker, kartu atau dokumen

yang dipersamakan, yang di berikan bersamaan dengan pembayaran pajak

kendaraan bermotor.

Tarif parkir berlangganan :

a. Sepeda Motor, sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per tahun ;

b. Mobil Penumpang dan Mobil barang dengan jumlah berat yang
diperbolehkan atau JBB < 3.500 Kg, sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh
ribu rupiah) per tahun; dan

c. Mobil Penumpang dan Mobil barang dengan JBB > 3.500 Kg, Bus, Kereta
Gandeng dan Kereta tempel, sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu
rupiah) per tahun.

Tatacara dan Kerjasama serta penarikan retribusi parkir diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Bupati.
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Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun sejak tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 29 DESEMBER 2020
BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 29 DESEMBER 2020
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. TOTO MARWOTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2020 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS,
PROVINSI JAWA BARAT: (6/157/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR

13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

I. UMUM

II.

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009,
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pelayanan Parkir di Tepi Jalan
Umum  merupakan jenis Retribusi Daerah  Kabupaten/Kota yang
pemungutannya menjadi kewenangan daerah.

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Ciamis
telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor
13 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Ciamis Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di
Tepi Jalan Umum, namun demikian dengan meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah dari Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dilakukan dengan
menggunakan kartu langganan parkir melalui kerjasama dengan Badan
Pendapatan Daerah Provinsi, maka perlu Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis
Nomor 13 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan
Parkir di Tepi Jalan Umum perlu ditinjau dan disesuaikan kembali.

PASAL DEMI PASAL
Pasal

Pasal 9

Ayat (1)

Pelayanan parkir reguler adalah pelayanan parkir sekali pakai.
Ayat (2)

Cukup Jelas
Ayat (3)

Cukup Jelas
Ayat (4)

Cukup Jelas
Ayat (5)

Cukup Jelas
Ayat (5)



Cukup Jelas
Ayat (6)

Cukup Jelas
Ayat (7)

Cukup Jelas
Ayat (8)

Cukup Jelas
Ayat (9)

Cukup Jelas

Pasal II
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 90



